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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pemerintah Desa memiliki kedudukan penting sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat lokal. Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam membina kehidupan masyarakat desa, menjaga ketenteraman dan ketertiban, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan mengenai kewenangan desa mengalami penyempurnaan dalam rangka memperkuat posisi dan kemandirian desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki hak asal usul dan otonomi lokal. Undang-undang ini menegaskan bahwa kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat. 
Selain itu, undang-undang tersebut juga membawa perubahan penting terkait masa jabatan kepala desa. Dalam ketentuan terbaru, masa jabatan kepala desa ditetapkan menjadi 8 (delapan) tahun untuk setiap periode, dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan stabilitas kepemimpinan di tingkat desa sekaligus tetap menjaga prinsip demokrasi melalui pembatasan masa jabatan. Dengan adanya penguatan kewenangan dan penyesuaian masa jabatan kepala desa tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan 
Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksaanan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.  
Dengan adanya regulasi terbaru mengenai Dana Desa, maka kerangka kebijakan pemerintah dalam membangun dari pinggiran melalui penguatan desa pun semakin dipertegas. Pemerintah telah menetapkan bahwa Dana Desa sebagai salah satu instrumen strategis harus dialokasikan, disalurkan, dan digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan secara nasional. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024, penyaluran serta penggunaan Dana Desa kini diarahkan untuk mendukung fokus-fokus seperti bantuan langsung tunai desa, ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, dan pemanfaatan teknologi digital di desa. 
Kebijakan ini tetap selaras dengan arah pembangunan nasional pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya dalam kerangka visi pembangunan yang menekankan penguatan kemandirian daerah, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan. Arah kebijakan tersebut merupakan pengembangan dari fondasi sebelumnya pada era Joko Widodo melalui program Nawa Cita, terutama dalam upaya membangun dari pinggiran dan memperkuat desa sebagai basis pembangunan nasional.
Pada masa pemerintahan saat ini, semangat tersebut dilanjutkan dan diperkuat melalui pendekatan pembangunan yang lebih terintegrasi, adaptif, serta berbasis potensi daerah, termasuk melalui optimalisasi transfer ke daerah seperti Dana Desa yang bersumber dari APBN. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendorong kemandirian ekonomi lokal.
Di tingkat daerah, kebijakan ini juga sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Tabalong melalui Asta Cita Kabupaten Tabalong, khususnya dalam program Tabalong Smart. Program ini menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Kantor Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong adalah struktur paling bawah ataupun kepanjangan tangan dari Kecamatan Haruai yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, sehingga dengan peraturan tersebut mengharuskan aparat desa dapat mengurus pemerintahannya sendiri dengan harapan dapat memberikan sebuah pelayanan publik yang berkualitas dalam setiap pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Desa Nawin, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan adanya fluktuasi jumlah dana setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Dana Desa yang diterima sebesar Rp 834.877.000. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah Dana Desa menjadi Rp 776.643.000, atau berkurang sebesar Rp 58.234.000 dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2023 Dana Desa kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 791.774.000, meskipun besaran dana tersebut belum menyamai jumlah yang diterima pada tahun 2021. Pada tahun 2024, Dana Desa kembali meningkat menjadi Rp 798.756.000. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2025, dengan jumlah Dana Desa yang diterima sebesar Rp 831.915.000, yang hampir mendekati besaran Dana Desa pada tahun 2021.
Fluktuasi besaran Dana Desa tersebut menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat setiap tahunnya dipengaruhi oleh kebijakan anggaran nasional serta penyesuaian terhadap kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Dana Desa yang diterima oleh Desa Nawin dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan fisik desa serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.
Namun demikian, berdasarkan observasi awal di lapangan, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Nawin. Penentuan kegiatan pembangunan dinilai masih dipengaruhi oleh pendapat sejumlah aparat desa dan ketua RT, sehingga proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya didasarkan pada musyawarah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Selain itu, terdapat kecenderungan penetapan lokasi pembangunan yang berada di sekitar lahan milik aparat desa, yang mengakibatkan kegiatan pembangunan yang lebih prioritas menjadi tertunda. Pada aspek pemberdayaan masyarakat, juga ditemukan kurangnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, seperti peserta kegiatan yang didominasi oleh kerabat aparat desa serta minimnya penyampaian informasi kepada masyarakat secara luas mengenai besaran Dana Desa dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa seharusnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif agar efektivitas pengelolaan Dana Desa dapat tercapai serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Desa Nawin.
Lebih lanjut, dari sisi efektivitas pengelolaan Dana Desa, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian tujuan program. Hal ini terlihat dari belum optimalnya kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan, di mana beberapa program yang telah direncanakan tidak terlaksana secara tepat waktu atau tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pada bidang pemberdayaan masyarakat, terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan program yang direalisasikan. Masyarakat desa pada dasarnya lebih membutuhkan pelatihan keterampilan seperti pelatihan menjahit yang dapat menunjang peningkatan ekonomi rumah tangga. Namun dalam pelaksanaannya, program yang direalisasikan justru berupa kursus mengemudi yang tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga manfaat yang dihasilkan menjadi kurang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Permasalahan di atas juga didukung oleh berbagai hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa yang dilaksanakan dengan baik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya, penelitian dari (Pratiwi, 2023) juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang didukung oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang baik memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2023) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat desa. 
Namun demikian, terdapat pula hasil penelitian yang tidak sejalan. Penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa belum memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa karena masih adanya keterbatasan kapasitas aparatur desa dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian (Hidayat, 2024) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa belum berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa yang belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kebijakan yang belum optimal dapat berdampak pada kurang efektifnya pengelolaan Dana Desa, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. 
B. Rumusan Masalah
Dari penjelasan yang dijabarkan dalam latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :
1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?
3. Apakah terdapat pengaruh implementasi kebijakan Dana Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?
4. Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan Dana Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi kebijakan Dana Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan Dana Desa terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Nawin Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Keilmuan Bagi Administrasi Publik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan publik yang berkaitan dengan hubungan antara implementasi kebijakan dan efektivitas pengelolaan dana desa. Melalui analisis yang dilakukan, penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh implementasi kebijakan Dana Desa terhadap efektivitas pengelolaannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan publik, terutama dalam konteks pengelolaan Dana Desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. 
2. Manfaat Praktis
[bookmark: page23][bookmark: page24]Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, hasil penelitian ini dapat menjadi umpan balik dalam mengevaluasi dan meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap implementasi kebijakan Dana Desa, sehingga pengelolaan Dana Desa pada setiap desa khususnya Desa Nawin dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas serta peraturan yang berlaku demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bagi masyarakat Desa Nawin, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi pengelolaan Dana Desa, sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan dan memastikan bahwa penggunaan dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.
Bagi Pemerintah Desa Nawin, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi dalam pengambilan keputusan serta penyempurnaan implementasi kebijakan Dana Desa pada periode berikutnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan agar lebih transparan, partisipatif, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa
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